
SALENAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 65 TAHUH 2022 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : a . bahwa berdasarkan ketcntuan Huruf C. Hal Khusus Lainnyu
angka 2 Lampiran Pcraturan Mcnlcri Dalam Negcri Namur 84
Tahun 2022 ten tang Redoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023, bahwa dalam rangka
menjaga konststensi terhadap peuctapan target kcluaran kegiatanj
rinclan dan Inkasi keglatan, rincian pendanaan, metode
pelaksanaan dan penunjang DAK flslk dalam dokuinen Rencana
Kegiatan ( RKJ DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan inendapat
persetujuan K / L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis
dan /atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan keientuan
Peraturan Pemerintah DaerailPerund a ng-unda nga n,
mtmganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dalam hal
penganggaran Dana Alok&sj Khusua belum seauai ketentuannya
Pcmeriniah Dacrah mdakukan penyeauaian tliTTiaksud dengan
mclakukan Pcrubahan PCraluran Kcpala Dacrah ten tang
Pcnjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberilahukan
kepada Pimpinan DPRD;

b. bahwa. dalam rangka menampUTig usulan Pergcseran Anggaran
Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah yang tclah disctujui Tim Anggaran
Pemerintah Dacrah pada I’Crubahan atas Pcraturan Bupaci
Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pcnjabaran APBD
Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan ketcntuan Pasal II ayat {3] Pcraturan Mcntcri.
Keuangan Kepubbk Indonesia Nomor 212/ PM K.07/ 2022 ten tang
Indikator Tingkat Kinerja Daerali dan Kctcntuan (Jmum Bagian
Dana Alokass Umum Vang Ditentukan Pcnggunaanya, bahwa
Dalam hai daerah belum menganggarkan belanja untuk bagian
DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat j 3 ) dalam APBD Tahun anggaran 2023, kepala Dacrah
menganggarkan dalam perubahan pcnjabaran APBD Tahun
anggaran 2023 sesuai dengan kctcntuan pcraturan perundang-
UEidangan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sukamara tenLang Ferubahan A Las Peraturan Bupati Sukamsra
Nomor 65 Tahun 2022 ten tang Penjabatan Anggaran Pendapatan
dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Momor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupatcn Katingan , Kabupatcn Scruyan, Kabupatcn Sukamara,
Kabupatcn Lamandau, Kabupatcn Puiang Pisau , Kabupatcn
Gunung Mas. Kabupatcn Murung Raya dan Kabupatcn Barilo
Timur di Propinsi Kalimantan Tcngah (Lcmbaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lcmbaran Negara
Republic Indonesia Nomor 4180);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan tifcmbaron Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4286);

3r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaliaraan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Naaional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor J 04, Tambahan Lerojiaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana tclah beberapa kali diubah tcrakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ptrubahan Kcdua
Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femeri,ntA ban Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenEang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 40281;

8, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Pcnyclenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, l^aporan
Ketenmgan iTrtanggungjawaban Kcpala Daerah kepada Dewan
Pcrwakilan Rakryat Daerah , dan Infonmasi i^aporan
Fenyelenggaraan E ^cmcrintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Folitik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Polirik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

.1 K

I I



10. Peraturan PtmeritlXah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pernbinaan
dan Pengawasan Pcnyclenggera Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 20 ] 7 Nomor 7,1, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor iS T&hUrt 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrate Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Kakyat Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 6057);

12- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang PengeloEaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 6322);

13- Peraturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Tala Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Anggaran Fendapatan dan BeLanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah centang Penjabaran Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Daerah (Rerica Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16) aebag^imana celah diubah dengan
Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nornor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan McnlCri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara EvaJuasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belarus Dacrah ( Bcrilu Negara Republic Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

14. Peraturan Me uteri Dalam Ncgcri Nomor 52 Tahun 2012 (etitang
Pedonian PengeLolaan Invcstasi Pemerintah Daerah (Rerita Negara
Repub) ik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

15. Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengclompokan Kemampuan Keuangan Dacrah serta Pelaksanaan
dan Peetanggung|awahan Dana Opersional ( Bcrita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

16. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 lentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pcrencanaan
Pcmbangunan dan Keuangan Daerah ( Berks Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2020 tentang
Pcnguiamaan Penggimaan Alokasi Anggaran Untuk Kcgiatan
Tertentu. Perubahan Alokasi , dan Pen ggu naan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah sehagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
centang Perubahan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2020 tentang Pcngutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah (Berita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 910);

18 r Pfc ramran Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pcngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19- Peraturan Men ten I’Cndidikan , Kcbudayean, Riset, dan Tcknologi
Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengpioban Dana
Bantuan Operasional Satuan Pondidikan , ( Benta Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
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20 Peraturan Merited Dalam Ncgcri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedotn&n Penyusunan Anggamn Pendapatan dan Bcianja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara kepublik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

21. Peraturan Menteri Kenangan Nomor 2 I 2 / FMK.07/ 2G 22 tentang
Indikator Tlngkat Kinerja Daerah dan Kerentuan Umum Bagian
Dana Alokasi Umum Yang Dilemukan Penggunaanya (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1338);

22. Peraturan Menteri Kcsehaltm Nomor 42 Tahun 2022 ten tang
Fetunjuk Teknts l*enggunaan Dana Alokasi Khusust Nonliruk
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 ( Beiita Negara Repubbk
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tatum 2000
tentang Fokok- I’okok Fengclclaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4) , sebagaimana
telah dtubeh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 12 Tahun 2017 tentang kerubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten {juk&mara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengclolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2017 Nomor 12T Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 49);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang PembcnUlkfm dan Susunan Ferangkat Daerah Kabupaten
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor
49), sebagaimana telah diubgh dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Ferubaban Atas. Peraturan Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Ferangkat Daerah Kabupaten 67);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 2t Tambahan l ^emharan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 64);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Bcianja Daerah Tfthun
Anggaran 2023 (lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96)

27. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 65 Tahun 2022 tentang Reneana
Kcrja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2023 (Bcrita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR GS TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal [

Beberapa ketemuan dalam Peraturati Bupati Sukamara Nomor 65
Tahun 2022 tentang Penjaharan Anggaran Pendapatan dan Bclanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Benia Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2022 Nomor 65) h diubah sebagai herikut :
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1. KeteiiUiun Pasal 9 dtubah aehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran bclanja opcrasiunal sebagaLmana dimakasud
dalam Pasal 8 huruf R scmula beijumlah Rp.

519.598.374.503,00 (Lima ratus scmbilan betas milyftr lima
ratus scmbilan puluh dciapan juta tiga ratus lujuh puluh
empat ribu lima ratus tiga rupiah) bertainbah sebesar Rp.
730.183.920,00 {Tujuh ratus tiga puluh juta 3cratus
delapan puluh tiga ribu sembtlan ratus dua puluh rupiah)
sehinggft menjadi Rp. 520.328.558.423,00 ( Lima ratus dua
puluh milyar tiga ratus dua puluh dciapan juta lima ratus
lima puEuh delspan ribu empat ratus dua puluh tiga
rupiah) :
a . Belanja Pegawai
b. Belanja Batting dan Jasa
c. Bclanja Subsidi
d. Bclanja Hi bah; dan
c. Bclanja Bantuan Sosial -
Belanja Pcgawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dtrcncanakan sebesar Rp, 253,644.271.039,00
jDua ratus lima puluh tiga milyar enam rains empat puluh
empat juta dua ratus tujuh puluh saiu ribu tiga puluh
semblian rupiah );
Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat.
(1) huruf b semuia berjumlah Rp.213.0S4.107.382,00 {Dua
ratua tiga belas milyar lima puluh empat juta scratus tujuh
ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) bcrlambah
stbesar Rp.123-823.920,00 (Seratus dua puluh dciapan
jLila delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua
puluh rupiah) &ehingga menjadi Rp.213.182.931.302,00
(Dua ratus liga belas milyar seratus delapan puluh dua
juta setnbilan ratus dga puluh satu ribu tiga ratus dua
rupiah);

Bclanja Subsidi sebagHimana dimakKUd pada ayat ( 1) huruf
c direneanakan sebe&ar Rp. 1 ,980.000.000,00 (Katu milyar
scmbilan ratus dciapan puluh juta rupiah) ;

Bclanja Hibah sebagaimana dim&ksud pada ayat {1) huruf
d scmula berjumlah Rp.50.469.996.082,00 {Lima puluh
milyar empat ratus cnarn puluh sembilan juta sembilan
ratus scmbilan puluh cnam ribu delapan puluh dua ripah)
bertambah sebesar Rp. 601.360.000 ,00 (Enam ratus satu
juta tiga ratus cnam puluh ribu rupiah) schingga jnenjadi
Rp. 51.071,356,082fQ0 ( Lima puluh satu milyar tujuh
puluh satu juta tiga ratus lima puluh tnam ribu dciapan
puluh dua rupiah);
Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dim^ kRUtl pada ayat
( L ) huruf e direneanakan sebesar Rp.450.000.000,00
( Empat ratus lima puluh juLa rupiah).

( 1)
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2, Ketcntuan Pasal 1 t diubah schingga mcnjadi $ehagai berikut :

Pasal 11

( 1} Anggaran Belanja Modal scbagaimana dimaksud dalam
Pasal S huruf b semula berjumlah Rp. 9S.610.374.192,00
(Sembiian puluh delapan milyar enam ratus scpuluh juta
liga ratus tujuh putuh empat ribu scratus scmbilan puluh.

dua rupiah ) bcrkurang sebesar Rp. (730.183.920,00) {Tujuh
ratus Hga puluh juta stratus delapan puluh tiga ribu

^embtUan rat us dua puluh rupiah) sehingga mcnjadi Rp.
97.830,190-272,00 (Semhiian puluh tujuh milyar delapan
ratus delapan puluh juta seratus sembtlan puluh ribu dua
ratus tujuh puluh dua rupiah) terdiri atas:
a. Bela nja Modal Tanah
b. Belanja Modal Peralatau dan Mesin
c. Belanja Modal Gicdung dan Bangunan
d. Belanja Modal JaJan, Jaringan dan Irigas:.
e. Belanja Modal aset letap lainnya

( 2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf a dircncanakan sebesar Rp. 1.266-0 lO-OOO,00 (Satu
milyar dua ratus enam puluh enam juta scpuluh ribu
rupiah ):

(3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp-
14.374.319.116,00 (Empat bclas milyar delapan rat US tujuh
puluh empat juta tiga ratus scmbilan be!as ribu Serai Us
enam btlas rupiah) hertambah sebesar Rp. 269, 159.080,00
[Dua ratu$ enam puluh .̂ emhllan juta scratus lima puluh
scmbilan ribu dtJapan puluh rupiah) sehingga mcnjadi
Rp. 15- J 4,3.478. 196,00 {Lima belas milyar stratus cm pat
puluh tiga juta empat rams tujuh puluh delapan ribu
scratus sembiJan puluh enam rupiah

{4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat { ] ) huruf c dircncanakan sebesar
Rp, 26.721.521,232,00 [Dua puluh tnam milyar tujuh ratus
dua puluh saiu jula lima rarus dua puluh satu ribu dua
ratus tiga puluh dua rupiah):

(5) Belanja Modal Jalan , Jftringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1| huruf d semula berjumlah
R p.54.974.512.694 ,00 (Lima puluh cm pa l milyar scmbilan
ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua bele^ ribu
enam ratus scmbilan puluh cmpai rupiah) berkurang
sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Salu milyar rupiah ) sehingga
menjadi Rp.53.974 .512.694,00 ( Lima puluh tiga milyar
sembilan ratus tu|uh puluh empat juta lima ratus dua belas
i'ihu enam ratus scmbilan puluh empat rupiah);

[6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} huruf e, dircncanakan sebesar Rp.
774 ,011,150,00 (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sebeias
ribu seratus lima puluh rupiah) .

v i



Pawl a
Peraturan Bupaii tni mulai berlaku pada tanggal diundangkari -

Agar sctiap orang mengeiahuinya , memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan penexnpatann(ya da 3am Berita Daerail.

Ditctapkan di Sukamara
pada tanggal 8 Mei 20 23

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WITFDU SUBAGIO

Diundatigkau di Sukamara
pada tangga] 9 Mei 202 3

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAWARA,

ttd

REWDY LESMAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 10

Satinan rietigan aslkiya
HUKIPM,

vw£
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A. S.H - r M. H.
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